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Abstrak

Sektor pertanahan sangat sivategis dom vited dalam kegiatan pembangunan sehingga diperfukan tata kefola
pemerintalun vang beik untuk setiop kegiatan lavonan perianaliom. Salal san kegioran lavanan pertanohan
yang wtoma adatah Pendaftaran Tarnah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelition mengenai penerapan fofa
kelola pemerintahan dalam kegiaton PTSL bertujnan wmtnk mengetahni benik implementasi tara
pemerintahan yang baik di dalam keglatan PTSL. Masaloh vang diangkat adalal mengenal penerapan asas
pemerintahan vong baik di dalam tahapan kegiaton PTSL. Metode penelition vang dilokuken adalah
deskvipst analifik dengan pengambilan data melatnl ohservasi dan wawancara. lokasi penelliian diakrkan
di Kemtor Pertanalan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Benghuln. Perkembangan kelvidupan masvavakar di
Indonesia menwngeukkan semakin tingginva harvapan wtuk memperoleh pelavanan yang baik di bidang
pertemahan. Hal tersetwd harus ditindaklaiiuii dengan penerapan prinsip-prinsip pemerintation vang baik
vaitu kepastian dum dan keterbukaan. Pelaksanaan PTSE oleh Kamtor Pertanahian Kabupaten Kepahlang
sesual dengem ketemtwan yong berlaku. Kegiatan pengumpnian don penelltion dota fistk dan yovidis
dilaforkan secara akural don komprehensif’ sebagai bentk penerapon prinsip kepastian hdkum. Sefelal
terbiinpa kepuiusan pemberian hak aias tanaly, penerbitan don penverahan seviipikat dilakuken secara
transparan dan ditevima olel pemilik tanoh veng merupakan penerapan prinsip keterbukoaon. Tata kelola
pemerinfalan  telak  difakukan dengan baik olelh Kantor Pertanahan Kobupaden Kepahfang  dalam
mielaksemeken kegiatan PTSL sehingga realisasi kegiatan seswai dengan favget fumlah dan wakita.

Kata Knnci: Tara Kelola Pemeriniaten, Kepastion Hwkum, Ketertwkeaan

Abstract

The land sector is very strategic and vital in development activities so good governance is needed for each
fand service acfivity, One of the main land service activities s Complete Systematic Land Registration
(PTSL). Research on the application of governance in PTSL activities aims fo find out the forms of
implencenting good governance in PISL activifies. The problem raised was regarding the application of the
principle of good governamce in the stages of PTSL activities. The reseavch method used is analytic
deseription by taking data throwigh observation and interviews whilst the location of the study was conducted
at the Kepahviang District Land Qffice, Benghulu Province. The development of commumity life in Imdonesia
shows the high hopes for obtaining good services in the land secior. This must be jolleved up with the
application of good governance principles, namely legal certainty and openness. PTSL implementation by
the Kepaliang District Land Office in accordance with applicable regulations, Physical and juridical data
collection and researcle aciivities are carvled ot accurately and comprehensively as a form of applying the
principle of legal certainty. After the isswance of the decision to grond land vights, the issnance and
surrender of certificates is carvied ont tromsparently and accepted by the land ovwner which is the application
of the principle of openness. Good governunce has been carvied out by the Kepaliiang District Land Office
in tmplementing PTSL activities so that the realizarion of activitles I3 in accordance with the tavget number
anid time,

Keywords: Governance, Legal certainty, Openness
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau dikenal Undang-Undang Pokok
Agraria berisi “Untuk menjamin  kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaitaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurmt  ketentuan-ketentwan  yang  diatur
dengan Peraturan Pemermtah”. Berdasarkan
pasal fersebut maka pendaftaran tanah lekat
dengan (ugas pemerintah vntuk memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat,

Indonesia memiliki wilayah teritorial
vang luas dengan jumlah bidang tanah sebanyak
126 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah tanah
terdaftar sebanyak 47 juta bidang tanah dan 79
juta bidang tanah belum terdaftar. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan percepatan pendafiaran
tanah dengan target pada akhir tahum 2024
sehuruh bidang tanah di Indonesia terdafiar,

Uniuk percepatan pendafiaran tanah
tersebut di atas, maka langkah vang dilakukan
adalah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL adalah
kegiatan pendafiaran tanah pertama kali yang
dilakukan dalam satu wilayah desa/ kelurahan..
Pelaksanaan kegiatan PTSL dimulai pada tahun
2017 dengan target dan realisasi sebanyak 5 juta
bidang tanah dan tahun 2018 sebanyak 7 juta
bidang tanah. Target PTSL pada tahua 2012
sebanyak 9 juta bidang tanah,

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintak
pada era vreformasi adalah terwunjudnya
pemerintahan yang bersih. Hal tersebut sejalan
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/'MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Birokrasi bebas dari KKN {Korpsi,
Kolusi dan Nepotisme) merupakan bagian dari
tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Dalam hal ini wnsur frias politica
yaito yodikatif, eksekutif dan legislatif turut
bertanggungjawab unmtuk  ferwujudnya fata
kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks
pemberantasan korupsi, good governance sering

diartikan sebagni penyelenggaraan negitra vang
bersih dari praktek korupsi (Komite Nasional
Kebijakan Governance, 2008)

Kegiatan PTSL vang telah berjalan sejak
tahun 2017 dilaksakan oleh seluruh  kantor
pertanalam  kabupaten/kota. Seluruh tahapan
pekecjaan PTSL telah dilaksanakan dengan
ketentuan yang berlaku. Bekerja sesuai dengan
ketentuan vang berlaku belum cukwp karena
harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pood
governamce. Hasil  kegiatan PTSL  vyang
diharapkan adalah mencapai target pekerjaan
dengan pelaksanaannya sesuai Ketentuan yang
berlaku serta penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan.

Penclitian secara  khusus  mengenai
kegiatan PTSL dan fata pemernintahan yang
baik belun fersedia. Meskipun demikian
terdapat hasil penelitian mengenai PTSL waiiu
Kuonmiawan et al. (2018) yang menunjukkan
terdapat hmbongan yang signifikan antara faktor
sosial dan faktor ekonomi dengan ekspekitasi
terhadap PTSL. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pemberian sertipikat tanah memilik
PTSL sebagai salah satw bentuk keinginan
pemerintali  vntuk  mewujudkan  tanah-tanah
yang terdaftar di seluruk wilayah Indonesia.

Penclitian mengenal  good govercance
dihasilkan oleh Heriyanio (2015) yang
menyebutkan prinsip-prinsip good governance
adalah transparansi, partisipasi, akuvatabilitas,
penegakan hukum, daya tanggap,
profesionalitas, efektivitas dan  efisiensi,
orientasi konsensus. Putra (2017) mempunyai
pendapat yang hampir sama dengan tambahan
visi strategis.

Rummusan Masalah
Masalah vang diidentifikasi sebagai

bahasan utama dalam penulisan jumal ini

adalah sebagai berikut.

l. Bagaimanakah praktik tata  kelola
pemerintahan  pada  setiap  tahapan
pekenjaan  Pendafiaran Tanah Sistematis
Lengkap?

2. Faktor-Faktor apa saja yang dapat
mewujudkan tala kelola pemerintahan vang
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baik pada Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap?

Tujuan Pemulisan

Tujuan karya tulis ini adalah untuk
mengetali bentuk  implementasi  fata
pemerintahan  vang baik melalui kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Manfaat karya tmlis ini adalah sebagui bahan
masukan bagi instansi pemerintah baik di
tingkat pusat mavpun dacrah saling bersinergi
melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap untuk mewwjudkan kemakmuran
rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian governance menurut
UNESCAP adalah “the process of decision-
making and the process by which decisions are
implemented (or not implemented)”. Pengertian
governance menirut pendapat Gambhir Bhatta
dalam Nugroho (2009, hal. 16} yaitu hubungan
antara pemerintalk dan warga negama vang
memungkinkan kebljakan dan program publik
untuk  dirumuskan, diimplementasikan, dan
dihitung,

Istilah govermance dan govermment dapat
digunakan unfuk menggambarkan proses
pemerintahan, Walavpun  demikian  terdapat
perbedaan yaitu government merujuk pada
pelaku  (pemeriatah), sedangkan governance
merujuk pada prosesnya (pemerintahan). Dalam
hal ini, governance diartikan sebagai 'the act of
government' {Pratikno, 2005).

Selanjutnya Dwiyanto (2014) memperluas
pengeitian  governance tdak  semata-mata
terbatas pada pemerimtah tetapi juga institusi-
institusi lain seperti LSM, perusahasn swasta
hingga warganegara untuk melakukan proses
memerintah {governing) secara bersama-sama.
Pendapat tersebut juga diutarakan oleh Widodo
(2018} vaitu terjadi perubahan paradigma yaitu
dari rale government menjadi good governance.
Pemerintah tidak lagi hanya menyandarkan
pada. peraturan dan pemerintah atan negara
(sicie) tetapi juga melibatkan unsur di lvar
pemerintah yaitu sektor swasta (privafe sector)
dan masyarakat sipil (civil society).

LUNESCAP  menyebutkan ciri-giri
governance adalah participatory, consensus
oriented, accowriable, fransparent, responsive,
effective and efficient, equitable and inclusive
and rule of few, Dapat diartikan bahwa apabila
seluruh ciri-ciri governance tersebut dilakukan
maka akan terwujud good govermance.
Mengenai prinsip good governance menumut
UNDP i dalam Dwiyimto (2014) adalah
partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan
efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus
serta setara dan inklusif.

Ridwan (2013} wmengangkat istilah
algemene beginselen van behoorlijk  bestunr
vang diartikan sebagal asas-asas  umum
pemerintaban  vang baik. Menurat Koentjoro
Purbopranoto dan SF. Marbun di dalam Ridwan
(2013} asas-asas vmum pemerintahan yang baik
meliputi diantaranya  kepastian  hukum
(principle of legal security), asas bertindak
cermat  (principle  of careflilness), asas
kesamaan  dalam  mengambil  keputusan
(principle of equality) dan asas transparansi
dalam pelayanan publik (principle of
transparency in public service).

Laporan Bank Dunia pada tahun 1989
menyebutkan bahwa pelaku  govermarce
meliputi pemerintah, bisnis dan civil society
vang harus bersinergi membangun konsensus,
sehingga peran negara tidak lagi bersifai
regulatif, tetapi hanva sebatas fasilitatif.
Karakteristik good governance di dalam
laporan tersebut adalah masyarakat sipil yvang
kuat dan partisipatoris; terbuka: pembuatan
kebijakan vang dapat diprediksi; eksekutif
vang bertanggungjawab dan birokrasi yang
profesional (Prianto, 2011).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik
secara umum diterjemahkan sebagai layanan
publik vang baik. Indikator pelayanan publik
yang baik menvrut Lenvine (1990) di dalam
Subarsono {2014) ferdiri dari responsivitas
terhadap keinginan dan tuntotan pengguna
layanan, responsibilicas pemberian pelayanan

berdasarkan  ketentman  administrasi  dan
akumiabilitas  sesuai  porma-norma  yang
berkembang di masyarakat.
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Nugroho (2016, hal. 17) menambahkan
bahwa good governance berkaitan  dengan
excellence public poliey vyang meliputi
transparansi, akuntabilitas dan foirness. Secara
i gevernance memiliki makna tata kelola
pemerintahan,

Tantangan ountuk  mewujudkan  tala
pemerintahan yang baik terletak pada upaya
mewujudkan tiga karakferistik yaitu praktik
good governance harus membagi mang kepada
semua pihak untuk berpartisipasi dan bersinergi

dengan pemerintah; kedua dalam prakiik good
governance pemerintah harus bertindak lebih
efektif untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama dan ketiga adalah terwujudnya
pemerintah vang bersih dan bebas dari prakitik
Korupsi, Kolosi dan  Korupsi  (KKN)
(Dwiyanto, 2014)

Untuk menganalisis bagaimana tata kelola
pemerintahan  dilaksanakan adalah  dengan
menggunakan elemen sistem kebijakan di
bawah ini:

Pelaku

f Kebijakan

Lingkungan
Kebijakam

Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn 2000, hal. 110
Gambar 1
Sistem Kebijakan Publik

Di  dalam konteks penyelenggaraan
Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), maka
elemen-elemen di dalam sistem kebijakan
adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalsh program PTSL
vang dilaksanakan oleh Kementerian
ATR/BPN di seluruh wilayah Indonesia

2. Lingkugan kebijakan adalah wilayah-
wilayah dimana lokasi kegiatan PTSL

3. Pelaku kebijakan: adalah pelaksana kegiatan
PTSL oleh setiap petugas dan pejabat di
lapangan maupun di kanior

METODE PENELITIAN

Penelitian pada tlisan ini menggunakan
metode kualitaiif yang bersifat  deskriptif
analitik. Pengertian penelitian deskriptif adalah
upaya menjelaskan secara rinci, sistematis dan
menyeluruh  segala  sesmatu mengenan
penyelenggaram Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) vang dikaitkan dengan tata
kelola pemerintahan vang baik. Sedangkan
pendekatan  analitik  yaitu  menganalisis
keterkaitan teori dengan penjelasan empicis
terhadap masalah vang dikemukakan.

Pengumpulan data dilakvkan melalui

metode  observasi  (pengamatan)  dan
wawancara mendalam {(in-depth inferview).
Selanjutnya data yang terkumpul

dikelompokkan berdasarkun tahapan kKegiatan
PTSL. Data yang telah dikelompokkan tersebut
kemudian dianalisis yaitu dengan
membandingkan antara prakak Kkegiatan
dengan ketentuan pelaksanaan PTSL dan
kemudian  dijelasken  berdasarkan  teori
mengenai good governance.

Lokasi penelitian adalah di  Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepahyang, Provinsi
Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan PTSL yang
diteliti adalah pada tabum anggaran 2019
dengan target sebanyak 1350 bidang dan
vealisasi  sebanyak 1360 bidang yang
diselesaikan pada bulan Juli 2019,

PEMBAHASAN

Praktik Tata Kelola Pemerintahan Pada
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tujuan program PTSL dinyatakan di
dalam Pasal 2 Ayat 2 DPeraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentamg
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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah
untuk percepatan pemberian kepastian hukum
dan perlindungan hukum Hak atas Tanah
masyarakat secara pasti, sederbana, cepat,
lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta
akuntabel. Isi dari fujuan PTSL tersebut
menyiratkan penerapan  peinsip-prinsip  tata
keloka pemerintahan. Dalam hal ini tuntutan bagi
petugas PTSL vntuk melaksanakan ketentuan
PTSL di dalam peraturan tersebut  akan
mewunjudkan tata kelola pemerintahan vang baik
(good governance)

Keuntungan bagi masyarakat dengan
kegiatan PTSL berupa:
1. Kepastian hak atas tanah dengan tanpa biaya
untuk kegiatan teknis pertanahan
2. Pemberian sertipikat hak atas tanah sesuai
dengan target kegiatan
3. Memperoleh kesempatan akses modal
secara kolektif dan mudah karena difasilitasi
pemerintak pasca sertipikat

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap terikat dengan ketentuan
peraturan yang secara garis besar terdiri dari:

1. Perencanaan kegiatan

2. Penyulvhan

3. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan
data yuridis

4. Penelitian data yuridis untuk pembuktian
hak

5. Pengumuman data fisik dan data yunidis
serta pengesahannya

6. Penegasan konversi, pengakuan hak dan

pemberian hak

Pembukuan hak:

8 Penerbitan sertipikat hak atas tanah

-

Keselurnhan tahapan kegiatan di atas harus
dilaksanakan oleh petugas sesuai ketentuan yang
berlakn, Batasan-batasan dalam  pekerjaan
tersebut di atas adalah berdasarkan petunjuk
teknis pada masing-maging komponen teknis
serta peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang
memperakeh target PTSL sebanyak 1.360 bidang
dengan lokasi kegiatan sebagai berikut:

- Desa Suro ilir, Kecamatan Ujan Mas
- Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas

- Desa Daspeta I, Kecamatan Ujan Mas

= Desa Batu Ampar, Kecamatan Merugi

- Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang
- Desa Talang Karet, Kecammatan Tebat Karai
- Desa Mekarsari, Kecamatan Kabawetan

Pada tahapan perencamaan Kegiatan prinsip
pemerintahan vang terkait adalah prinsip
kesamaan dan prinsip transparansi. Lokasi yang
ditetapkan untuk Pendaftaran Tanah penctapan
lokasi mengacu pada ketentuan pada Pasal 7
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018
dan harus meliputi seluruh bidang tanah di desa.
Ini berarti seluruh  bidang tanabh  memiliki
kesempatan didaftarkan sehingga terhindar
terjadinya permainan dalam penentuan peserta.

Lokasi PTSL ditentukan berdasarkan
permohonan dari pemeriniah desa. Selanjutnya
dari permohonan tersebut dipertimbangkan
kesiapan masyarakat desa intuk menjadi peserta
PTSL. Berdasarkan pertimbangan tersebut
Kepala  Kantor  Pertanabhan  Kabupaten
Kepahiang menetap-kan nama-nama desa
terpilih sebagai lokasi PTSL.

Perencanaan  kegiatan  secara  formal
berupa persiapan administrasi dan persiapan
teknis. Persiapan administrasi berupa pembuatan
surat keputusan tentang penetapan lokasi, tim
admnistrasi  dan  pengumpulan  data  serta
ketentwan adminisirasi lainnya. Sedangkan
persiapan teknis berupa persiapan peta kerja dan
pengecckan  peralatan yvang akan  digunakan
dalam survei pemetaan.

Kegiatan penryuluhan merupakan salah
sain  bagian fahapan vyang penting untuk
kelancaran tugas. Pihak yang diundang adalah
seluruh masvarakat desa beserta pamong dan
kepala desa, pihak kepolisian dan kejaksaan
serta unsur terknit dari Pemermmtah Kabuwpaten
Kepahiang, Materi penyuluhan terkait dengan
kegiatan petugas di lapangan dan dokumen-
dokumen vang harps diserabkan oleh pemilik
tanah. Selain itn tidak kalah pentingnya adalah
mengenai  biaya PTSL  yang  ditanggung
pemerintah dan yang tidak ditanggung.

Biaya vang ditanggung oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepahiang adalah biaya
operasional baik di lapanan maupun di kantor.
Termasuk di dalamnya adalah biaya makan dan
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akomodasi  petugas bukan menjadi  menjadh
tanggung jawab masyarakat. Sedangkan biaya
yang harus ditanggung oleh masyarakat berupa
biaya vang timbul sebagai akibat dikelvarkannya
berbagai surat keterangan dari pihak yang
berwenang serta pajak terkait. Pefugas penyuluh
juga  menvampailkan kepada  masvarakat
mengenai kewajiban untuk melengkapi syarat-
syarat pembuktian hak serta pemasangan batas.

Pihak-pihak vang divndang dalam
penyuluhan PTSL adalah wmasyarakat desa
termasuk para pemuka desa, aparstur dacrah
termasuk di dalamnya pevangkat desa setempat
dan kecamatan seria Forum Keordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda). Banyak pihak
yvang diundang untuk menjadi saksi mengenai
materi yang disampaikan secara transparan.
Selain itu masyarakat dapat mengetahui peran
masing-masing aparat vang terkait dengan
pengumpulan data fisik dan yuridis.

Materi penyuluhan disampaikan oleh
petugas dengan bahasa vang mudah dimengerti
dan Jengkaps. Dalam hal ini masyarakat
diberikan  keleluasaan untuk  berdanya dan
memberikan  pendapat. Masyarakat  harus
menerima  informasi  secara tunias  {well-
informed) dan tidak ada informasi yang
disembunyikan,

Tahap pelaksanaan kegiatan sangat
penting karena terdiri dari pengumpulan dan
pengolahan  data  serta  pengumuman.
Pengumpulan data fisik identik dengan kegiaian
pengukuran dan pemetaan. Bidang tanah vang
diukur dengan batas-batas tanah yang telab
ditetapkan oleh pemilik tanah dan tetangga
berbatasan tanpa campur tangan petugas
menunjukkan  adanya  transparansi  dalam
pelayanan  pengukuran  dan  pemetaan.
Pengumpulan  data  fisik dan data  yuridis
berdasarkan jadwal petugas turun lapang. Hal ini
membuktikan diterapkannya prinsip kesamaan
karena semua bidang tanah akan diukur.

Prinsip lainnya adalah prinsip kepastian
hukum dalam pengumpulan dan pengolahan daia

serta pengummman. Prinsip imi  terkaif erat
dengan sikap profesionalisme dan moral yang
ditunjukkan oleh petngas. Sikap profesionalisme
mengandung makna tidak menganggap remeh

dan pekerjaon serta bertanggung jawab baik
secara #eknis maupun  moral pada  hasil
pekerjaan.  Apabila  petugas  melaksanakan
prinsip ini maka pelaksnaan kebijakan publik
pada tahap ini telah berjalan dengan baik.

Penelitian data vuridis untuk pembuktian
hak dilakukan dengan data dan fakta sebenamya.
Pengumuman data fisik dan data yuridis serta
pengesahannya hasil dari pembuktian hak, Akhir
dari tahapan pelaksanaan kegiatan adalah
penetapan hak melalni proses pengakuan atau
pencgasan hak dan pemberian hak. Seluruh
kegiatan di dalam tahapan pelaksanaan hars
dilakukan menggunakan prinsip kepastian
hukum,.

Prosedur pengambilan daia oleh petugas
PTSL dari Kantah Kab. Kepahiang sesuai
dengan petunjuk teknis dari masing-masing
bidang. Pengambilan data fisik telah dilakukan
sespai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan
oleh Dirjen Infrasiruktur Keagrariaan dan data
yuridis berdasarkan petunjuk teknis dari Dirjen
Hubungan Hukum Keagrariaan. Selwuh data
fisik dam yuridis kemndian diolah dan dihasilkan
data mengenal subjek dan objek penguasaan
tanah.

Sebelum pengukuran bidang tanah pemilik
tanah harus memasang tanda batas disaksikan
oleh tetangga berbatasan. Pada proses ini
petugas mengukur dan memetakan bidang tanah
sesuai penunjukan batas dan kesaksian tetangga
berbatasan. Tahapar ini sangat penting
dilakukan agar tidak terjadi sengketa batas
bidang tanah. Pemgas yuridis melakukan
pengumpulan  dokumen  pendukung  dan
keterangan mengenai penguasaan tanah. Petugas
kemodian meneliti dokumen vang terkumpul
mengenai riwayat Kepemilikan tanah. Data fisik
dengan data yuridis harus sinkron dan sesuai

dengan fakta di lapang.

Selama bekerja petngas tidak memungut
dalam benfuk apapun dari masyarakat ferkait
pekerjaan. Dengan sikap  integritas  vang
ditonjukikan petugas maka masalah korupsi
dalam bentuk pungutan liar dapat ditiadakan.
Dengan kondisi medan apapun petugas juga
dituntut bekerja secara profesional sehingga data
yang dihasilkan akurat.
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Data mengenai subjek dan objek hak hasil
dari penelitian dan pengolahan data pada tahap
berikutnya adalah divnmumkan di tempat berbeda
vaitu di  Kantor Pertanaban, di kantor
desa/kelorahan dan di lokasi PTSL. Tujuan dari
penguimuman tersebut adalah vntuk memberikan
akses selwas-lvasnya kepada masvarakat.
Apabila terdapat gugatan terhadap hasil
pengompulan  data maka  dapat  diselesaikan
secara administrasi dan hukum.

Penetapan hak di dalam kegiatan PTSL
dapat ditempuh melalui mekanisme pengakuan
atau penegasan hak dan pemberian hak. Masing-
masing mekanisme fersebut sesuai  dengan
riwayat tanah. Di dalam penentuan mekanisme
penctapan hak ferscbut petugas harus cermat
sehingga administrasi penetapan hak telah sesuai
dengan aturan. Ketidakcermatan petugas dalam
menentokan penetapan hak dapat berakibat pada
potensi gugatan Tata Usaha Negara (TUN)
apabile terdapat masalah sengketa perkam
pertanahan.

Tahap penyerahan kegiatan  berupa
pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak
atas tanah. Pembukuan hak uniuk tanah-tanah
vang telah ditetapkan haknya melalwi PTSL
berarti telah ditetapkan menjadi  tanah-tanah
vang terdaflar. Tanah-tanah yang telah terdafiar
atan dibukvkan hak atas tanahnya maka dapat
diterbitkan sertipikat. Prinsip-prinsip
pemenintahan yang diterapkan pada fahapan ini
adalah pringip kesamaan, transparansi dan
hukum.

Masyarakat pemilik tanah di dalam lokasi

PTSL  mempunyai  Kkesempatan  untuk
mendapatkan  kepastian hukum hak  atas
tanabnya  dengan mudah  dan  morah.

Berdaswkan penjelasan mengenai  keterkaitan
tahapan kegiatan PTSL dengan prinsip-prinsip
pemerintabian yang baik, maka kegiatan PTSL
dapat menjadi model penerapan pemerintahan
yang baik di bidang pertanahan.

Pembukuan hak merupakan tindak lanjuc
dari penetapan hak dimana bidang tanah yang
telah memperoleh status tanah didaftarkan untuk
diterbitkan sertipikat. Mengingat sertipikat
merupakan produk hukum yang terus digunakan

untuk berbagai keperlvan, maka data yang
tercetak  harus  sesuai  dengan  data  yang
sebepamya. Kemungkinan salah entri atau salah
gambar dapat terjadi sehingga petugas mengecek
kembali sebelum mencetak sertipikat.

Penyerahan sertipikat merupakan bagian
akhir dari pekerjoan PTSL. Meskipun relatif
paling mudah dibanding dengan kegiatan
lainnya, petugas tetap bekerja secara profesional,
Sesuai dengan ketentvan, pemilik tanah harus
menerima sertipikat tanah. Apabila tidak dapat
mengambil maka dapat dikvasakan kepada pihak
ketiga dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku.

Data pada Tabel | menunjukkan kebijakan
publik yang diambil pada setiap kegiatan PTSL.
Kebijakan publik yang dikerjakan dengan baik
merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan
pada masmg-masing kegiatan.  Sebaliknya
apabila kegiatan fidak dikerjakan dengan baik,
maka hal tersebut berpotensi terjadinya
penyalahgunaan kewenangan dan selanjutoya
akan berkonsekunensi hukum.

Tabel 1
Kegiatan PTSL Dalam Sistem Kebijakan
Publik

Kegiatan

Patensi
Penyalahgo-
naan

Penentuan Penentuan
lokasi secara| lokasi

jelas berdasarkan
berdasarkan | usulan  dari
usulan  dari| pihak testentu
penterintah
desa dan
diskrinvinasi
Transparansi | Materi

biava  dan| pemyoluban
prosedur multd  tafsir]
terkait biaya
Kegiatan Pungli  dan
lapang harus| pekerjaan
tuntas  dan| tidak
profesional | profesional
Pemeriksaan | Pekerjaan
data  harus| tidak

teliti dan| profesional
tuntas

Kebijakan
Publik

Perencanaan
kegiatan

Penyuluban

Pengumpulan
daia

Penelitian
data
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Pengwmuman | Akses Penyembunyi
data informasi an  informasi
yang luas dengan
memanfantkan
keterbatasan
pengumuman
Peneiapan hak| Jaminan Pekerjaan
kepaselan tidak
huloem profesional
Pembukuan | Pendaftaran | Pekerjaan
hak halk atas| tidak
tanah profesiotal
Penyerahan | Penverahan | Powgli  dan]
serfipikat | seriipikat peketjaan
kepada tidak
pemilik profesional

{Suniber: hasil olahan 2019}

Berdasarkan tahapan keglatan PTSL vang
disebutkan di atas, maka beniuk penerapan asas-
asas wmum pemerintahan yang baik terdapat
dalam skema berikut ini:

» Prinsip
Perencanaan |« kesamaan
kcgil I * Prinsip
transparansi
Pelaksanaan  fe— Prinsi
kegiatan LRESIp
1 4—  kesamaan
e Prinsi
Penyerahan P
g kepastian
hasil 5
kegiatan g
* Prinsip
transparansi

(Sumber: Konsep Pemikiran, 2019)
Gambar 2
Penerarapan Prinsip Pemerintaban Yang
Baik Di Dalam PTSL

Berdasarkan laporan kegiatan PTSL tahun
2019, secara wumum Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan
kegiatan PTSL sesuai dengan ketentuan. Target
kegiatan scbanyak 1.360 bidang tanah telah
diselesaikan dengan tingkat pencapaian sebesar
100 %. Pelaksanaan kegiatan tersebut hingga
penyverahan sertipikat berangsung sejak bulan
Maret hingga Agustus 2019, Penyelesaian
kegiatan PTSL sebelum berakhimya tahun
anggaran menunjukkan adanva tata kelola
pekerjaan yang baik. Selain itw tidak adanya

masalah baik secara adminisirasi maupon kukum
menunjukkan adanya sistem pengawasan don
kendali murtu yang berjalan dengan baik.

Petugas PTSL vang ielah bekesja dengan
baik menurut pengamatan dan  wawancara
menunjukkan kepuasan diri karena target telah
tercapai. Pada dasarnya petugas teknis dan
administrasi tidak keberatan bekerja secara
profesional dan bersikap integritas dan akuntabel
dengan alasan lebih terjamin tidak adanya
gugatan atau konsekvensi hukum  yvang
merugikan. Selama beketja di lapangan petugas
juga mendapatkan sambutan  baik  dari
masvarakat termasuk  kerjasama  sehingga
pekerjaan berjalan lancar dan selesai lebih cepat
dari targel wakiu.

Penyelenggaraan kegiatan PTSL
menghasilkan  penerbitan  sertipikat  secara
massal yang diakumulasikan akan menjadi akses
permodalan bagi masyarakat. Selanjutnya akses
permadalan tersebut dapat digunakan untuk

program pemberdayaan masyarakat.
Fakter-Faktor Keberhasilan Untuk
Terwujudaya Tara Kelola Pemerintahan
Yang Baik

Pencrapan iata kelola pemeritahan yang
baik berlaku uniuk semua kegiatan pertanahan.
Setiap kegiatan Pendafiaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) mempunyai pengaruh terhadap
kegiatan lainnya dan secara keseluruhan harus
dipenuhi untuk pencapaian hasil akhir vaitu
penerbitan sertipikat. Sebaliknva apabila tidak
dilakukan secara benar atau ada kegiatan yang
terlewatkan akan berakibat cacat administrasi
dan bahkan dapat berkonsekuensi hukum.

Tabel di  bawah ini  menunukkan
keterkaitan pekerjaan PTSL dengan tata kelola
pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2

Keterkaitan Pekerjaan PTSL Dengan
Konsekuensi Penerapan Dan Pengabaian

Tata Kelola Pemerintahan
Kegiatan
Perencanaan
kesiatan
Penryuluhan Kejelasan Kesimpang-
informasi sioran
informasi
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Pengompulan | Kelengkapan | Kekurangan
data data data
Penelitian data] Keakuratan Kelemahan
data data
Pengomuman | Pengakuan Potensi  klaim|
data kebenaran sengketa tanah
data
Penetapan hak | Kepastian hak] Poiensi  cacal
atas tanah adminisirasi
dan ataw cacat]
hukum
Pembukuan | Kepastian Ketidakjelasan}
hak status tanah status tanah
Penecbitan Pengakuan Poiensi
seriipikat hak atas tanah | gugatan  hak
alas fanah

(Swmber: hasil olabar 2019)

Berdasarkan Tabel i atas, tata kelola
pemerintahan akan berpengaruh terhadap hasil
antara dan hasil akhir kegiatan PTSL. Apabila
tata  kelola pemerintahan dijalankan maka
dampak vang ditimbulkan adalah berjalannya
kegiatan sesuai dengan target. Sebaliknya
apabila tata kelola pemerintahan diabaikan
maka akan memberikan dampak vang tidak
dibarapkan babkan hingga menghasilkan
kegagalan,

Faktor-faktor vang dapat memberikan
keberhasilan mencapai tata kelola pemerintahan
yang baik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Faktor-Faktor Keberhasilan Tata Kelela
Pemerintahan di Dalam PTSL
Faktor Situasi Yang Dihasilkan
Keberhasilan
Kepemimpinan |- Arah pekerjaan  yang
jelas sesuai kebijakan
- Target pekesjaan sesuai
rencana

= Penanaman  nilad-milai
moral dan profesional
dalam bekerja

Budaya Kerja |- Sikap  wmoral  dan
profesional petuga
terbenuk

- Sikap salin
mengingatkan dan
mencegah korupsi

Kejelasan - Memberikan  siand

Standar prosedur vang haru

Pekerjaan dilakukan

- Memberikan  standa
kualitas yang haru
dipeneshi

= Memberikan  stand
kinerja  yang  haru
dicapai

Peraturan  danl - Memberikan informasi

Petonjuk Teknis§ tentang atoran  yam

yang tersedlia harus diikuti

- Memberikan  batasan
dalam benin

persyaratan yang hary
dikenakan wmiuk susm
produk hukum

(Sumber: hasil olahan 2019)

Faktar-faktor keberhasilan pada Tabel di
atas menunjukkan bahwa dalam
penyelenggaraan kegiatan PTSL memeriukan
pengerahan segala sumber daya yang ada dalam
suatu organisasi. Sitwasi vang dihasilkan oleh
masing-masing faktor keberhasilan tersebue di
atas merupakan bagian-bagian pencapaian tata
kelola pemerintahan vang baik. Apabila seluruh
situasi yang dihasilkan oleh berbagai faktor
tersebut terwujud, maka penyelenggaraan PTSL
dapat memenubi kriteria tercapainya tata kelola
pemerintahan vang baik.

Faktar-faktor kebevhasilan tata  kelola
pemerintahan  yang baik dapat dibubungkan
dengan sistem kebijakan publik berdasarkan
Gambar di bawah ind
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Kepeminrpinan
vang kuat

Pelaku
/ Kebiiakan \
— Kebijakan
Kebitakan ' Publik

1

T T

Budaya
Kerja

Standar
Pekerjaan

Peratuvan dan
Petunjuk Teknis

Swmber: Konsep Pemikivan, 2019)

Gambar 3
Faktor-Faktor Keberhasilan Terwujndnya Siséem Kebijakan Publik

Gambar di atas menunjukkan faktor-
faktor keberhasilan terwujudnys tata kelola
pemerintaban yang baik dapat diterapkan dalam
sisiem kebijakan publik. Kepemimpinan dari
snam sawan kerja yang menyelenggarakan
PTSL dapat membentuk perilakn pelaku
kebijakan melalui pengaruh, visi dan pemberian
motivasi. Lingkungan kebijakan vang baik
dapat diwujudkan melalui budaya kerja dari
satman  Kerja  serta  terdapatnya  standar
pekerjaan. Terakhir adalah kebijakan publik
yang dihasilkan harus bersandarkan pada
peratoran  dan  peumnjuk  teknis  terkaic

penyelenggaraan PTSL,

PENUTUP

Pemaparanr tahapan kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan
tempat  bagi pelaksanaan  prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip-
prinsip tersebut menjadi suam yang harus
dipenuhi mengingat tekad Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
adalah mewujudkan tanah bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dengan demikian rakyat
akan semakin mudah untok memperoleh hak
atas tanah dam lebih jauh lagi menjadikan
sertipikat hak atas tanah sebagai akses
permodalan untuk kegiatan usaha.

Faktor-fakior keberhasilan uniuk
tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
di dalam penyelenggaraan PTSL meliputi
kepemimpinan, budaya kerja, standar pekerjaan
serta peraturan dan petinjuk teknis, Keempat
faktor tersebut dapat dijadikan faktor pendorong
berjalannya sisiem kebijakan publik.

Sebagai tindak lanjut dari tlisan ini
adalah perlunya penelitian mengenai seberapa
Jauh dukungan dari Pemerintah Daerah untuk
pemberdayaan masyarakat pasca diterimanya
sertipikat hak atas tanah.
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